
KABUPATEN PRINGSEWU 
PROVINSI lAMPUNG 

PERATURAN OUPATI KABUPATEN PRINGSEWU 
NOMOR 20 TA.HUN 2018 

TENTANG 

SAL AN 

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWA.Li\N APARATUR SIPIL NEGARA 
DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN }{AHMAT TUHA .. N YANG Mt\.HA ESA 

BUPAil PRJNGSEWU) 

a. bahwa <H1pl- ebitrwa surat Kepa]a Arsip Nasional 
Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09 /63/20171 tangga.l 
13 November 2017 tentang Persetujuan Jadwal Retensi 
Arsip (JRA} Fasilitatif Fungai Keunngnni Kepega.waian 
dan Aparatur Sipil Negara serta Su bstantif 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu perlu 
menetapkan Jl<A Kepegawaian Aparatur Sipil Negara 
dan Pcjabat Negara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf at perlu menetapkan 
Pe1H.lunu1 Buµati tenmng J adwal Retensi /\rsip 
K.epegawaian Aparatur Sipil Negara <3an Pejabat 
Negara Pemetintah Kab~paten Pringsewu; 

l T Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2U04 tentang 
Perimbangan Kcuangan anta.ra Pemerintah Pusat dan 
Pemerin tahan Daerah (L€mbaran N~gars. RP.pu hlik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indo11esia Nomor 4438); 

2. UndAng-UndRng Nnmor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 185: Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia NDmor 4932); 

3~ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaen ILembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 1 29i Ta 1mhahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 



4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tent.ang 
Keal"8ipan (Lcmbaran Negara Republik Intlunesia 
Tahun 200Q Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor S<Jl 1 ); 

5. Undang-Unda.ng Nomor 12 Ta.bun 2011 tentang 
Pemh,mtukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 5 TAhun ?.014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ::i494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indcm.esia Nomur 5587) 
sebagaimana telah dillMh heberapa kali terakhfr 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
NumuT 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lemharru-i Negara Republik Indonesia 
Nomor 56011; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negcri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

10. Peraturan Pemerintah Non:or 46 Tahun 2011 
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 
ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Nomor 5258); 

I I. Peraturan t-'emerintah Nomor 28 Tahun 2012 
tenrang Pelak&anaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun ?.009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 T11hun ?017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
':'ambaha11 Le111l.J.u-dJ1 Negara Repub11k Indonesia. 
Nnmnr 6037); 



Menetapkan 

13. Peraturan Menteri Doliun Ncgcri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produlc Hnkum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Somor 
2036); 

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
7 Tahun 2017 ten tang Tata cara Pelantikan dan 
Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, 
Jabatan t'engawasan, Jabatan Fungsional dan 
Jabatan I':impinan Tinggi (Berita Nt:gaua Republi.k 
lndoTIP.~ia Tahun 2017 Nomor902); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 
Tahun 2016 tent.ang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Do.erah Kabupaten f'ringsewu (Lembaran 
Daerah Kabupaten PringSP.W11 Tahun 2016 Nonwr 16); 

16. Peraturan Bupa.ti Kabupaten Pringsewu Nomor 43 
'I'd.bun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisas.i, Tugas Pokok Fungsi dnn Tata Kcrja 
Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Serita Da~rah 
Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP 
KEPEGAWAIAN APARATUR NEGARA nAN PEJAEAT 
NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da1am Peraturan Bupati ini yang dimaksud der.gan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 

2. Pemerintah Daerab 11.dalah kepaia daerah sebagai 
UTI&nr penyeienggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan daTI Kearsipan 
Kabupaten Pringsewu. 

4. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpannn 
yang Wqjib dilakukan terhadap suatu jenis anip 
kepegawaian. 



5. Retensi Arsip Kepegawaian adalah j.11ngk~ waktu 
penyimpanan arsip mengenai arsip ANS dan pejabat 
negara. 

6. Aparatur Sipil Negera yang selanjutnya disingkat 
ASN adalah ASN sebagaimana dimaksud daiam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara. 

7. Retensi Arsip Pejabat Negara, adalah jangka waktu 
ptmyimpanan arsip mengenai arsip perseorangan yang 
merupakan rekrunon pcrjalanan karier pcgawai 
negeri/non pegawai negeri yang diAngkl'lt sebagai 
pejabat negara. 

8. Pt-jabat Negara adalah pimpinan dan anggota 
lembaga negara dan pejabat lainnya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Berkas Perseorangan .1ufab1h aTsip yang tercipta 
dalam rangka perjalanan karier ASN di lembaga­
lembaga negara dan badan-badan pemerintah. 

10. Arsip Dokumentasi Kepegawaian adalah amip ysing 
tercipta. dalam rangka perja1anan karier ASN yang 
tercipta dalam proses pembinaan kepegawaian oleh 
pejabat yang be1wenang. 

1 l. Data Kepegawaian ada1ah informasi mengenai 
perkembangan karier PNS yang disusun l>erdasarkan 
arsip dokumenraai kcpcgawaian dari instansi yang 
ben;angkutan. 

12. JadwaJ Ret.en:i.i Ar~ip yang selanjutnya disingkat 
J'RA adsJah daftar yang berisi sekurang-kumngnya 
berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis 
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang 
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai 
kcmbali, atau dipennanenkan yang digunakan sebagai 
pedoman penyusufan dan penyelamatan arsip. 

BAB II 
TUJUAN 

Pasal2 

(1; Memenuhi Kebutuhan Organisasi, dalam 
mewujudkan pengelola.an arsip yang efisien, efektif, 
mudah den lancar dalam pelak&maan kegiatan, juga 
dalam rangka penyelam.11mn ;:irsip yang bernilai statis. 

{2) Memenuhi kewajiban Pcmerintah Kabupaten untuk 
menyusun JRA. 



DAD Ill 
PELAKSANAAN ,JADWAL RETENSI ARSIP 

Pasal3 

(1) Jadwal Retensi Arsip Kepegawa.ian ASN dan Pejabat 
Negara disusun olch Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Kabupat.en Pringsewu Bersania Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia, setelah mendapat persetujuan dari Kepala 
Arsip Nasiom,tl Republik Indonesia. 

(21 Ketentuan mengenai Retensi Arsip Kepegawaian ASN 
001 Pejabat Negara Pemerintah Kabupaten Pringsewu 
sebagaimana tereantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagum ya."lg tidak terpisahk.11n flgri 
Peraturan ini. 

Pasal 4 

( 1) • JR A Kepega,~;aian Aparatur Sipil Negara dan Pejabnt 
Negara memuat ienis arsip/dokumen, retensi atau 
jangka waktu simpan minimal, dan keterangan. 

(2) Retensi arsip atau jangka waktu simpan minimal 
untuk arsip kepegawaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi 
innktif. 

(3) Keterangan sebagaimana dnnaksud pada ayat ( 1) 
mcmuat rekomenda.si yang men~lapkan arsip 
dimusnahkan, dinilai kemba.li, atau 
dipermanenkan. 

BAB IV 
JANGKA WAKTIJ 

Pasal5 

(lJ Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam l.ampiran 
Pcraturan tns mempechatikau ketentuan untuk 
kepentingan pertanggnngjawaban kepegawaian. 

(2i Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan 
dinyatakan selesai. 

(3) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud 
pa.da ayat (l) dihitung ~jHk ~lesainya hak dan 
kewajiban ASN dan Pejabat Negara dan/atau &etio.p 
tahllll anggaran berakhir. 



Pasal6 

Ri::kumendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang 
penetapan euatu jenis e.rsip dimusnahkan, dinilai kembali, 
dan dipermanenkan ditetapkan ht!rdaAArkan 
pertimbangan: 

a. keterangan musn.ah ditentukan apabila pada masa 
akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna; 

b. keterangan permanen ditentukan apabila dian~ap 
memiliki nilai guna kesejarahan; clan 

c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang 
dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau 
pcrsclisihan kepegawaian. 

Pasal7 

Pemerintah Daerah Dalam menentukan retensi aktif dan 
relensi ina.ktif 8ebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 
(2) berda.sarkan k:reteria eebngru berikut: 

a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk 
kepent:ingan pertanggur1gjawaban di unit pengolah; 
dan 

b. retensi inaktif ditetapkan dengan pert:imbangan untuk 
kepentingan unit kerja tcrkait dan kcpentingan 
Lembaga. 

BABV 
RUANG LINGKUP 

Pasa18 

Jenis arsip kepegawwan ASN dan pejabat Negara pada 
pemerintahan daerah meliputi: 
a. formasi pegawai; 
b. pengadaan pegawai; 
c. pembinaan karir pegawai; 
d. penye1esaian pengelolaan keberatan pegawai; 
e. mutasi pegawai; 
f. administrast pegawai; 
g. lresejahteraan pegaw-1.i; 

h. pemberhentian pegtt.wlfi tanpa hak pensiun; 
i. persdisihan/ sengketa kepegawaian; 
j. ueul pemberhcntian dan penetapan pensiun 
k. pegawai/janda/dudanya dan ASN yang tcwa.a; 
1- hfa!rk~s perneorangan ASN; 



NO 

1 
1. 

2 

Lt\MPIRAN : ?'ERATUJ:<AH l:IUl'J\'J'l l'l<IN:;SEWU 
NOMOR 2'J ... ~:\':·: ~:>19 

TANGGAL : 4 AJril 2013 
RUNGS: KEPEOAWAIAN A?ARATUR SIPIL NEGARA DAN PE.:ABAT NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN PRINOSEWU 

JEMS/ SERIES ARSIP JANGKA WAli.'TU PENYIMPA'IAN 
KETERANGAN 

AKTIP INAKTlF 
2 3 4 5 

Formasi Pegawei: 

a. Usulan dari Ul1it '-e1Ja/Ul'U, disertai: 
lJ Anal~ Ja<>atan 2 tahun setelah tthun 

J tahun Musnah anggaran buek1ir 
?.) Behtm Ker;a ...... . . -- ... - .. ----···· 

b. us·o.11an .Pe:-mintaan hrmasi kepada MenPAN dan RB dan Kepala BKN 3 tahun sete!ah tahun 
3 ta:iun Musneh E.D§aran berakhir 

. ·--· ·-··· ... -- ·-··· .... ... --····-
Pl:rsetujuan Menpan den RB 3 t•hun "et..-h,h trumn 

3 tahun Permanen c. 
angaran btrekhir 

- ·-· . -·· . .. 

d. Penetopo.n Fo-iui /\SN J tahun -lab tahun 
3 tehun Pcrmenen anggeran berakhir 

-- ..... ·-- ··--···· ·-··-· -·-·-·· ..... ···-
e. Penetepen Fonnaoi Khusus 3 tahun sctelet. realisasi 3 tahun Pt:rn-:An•n 

~gada11n Pf'.gllWAi 

a. Aparatur Sipil Ne,sara (ASN) 
1), Proses Pene.rimaan Pegawai meliputi: 2 tahun sctelah scmua 3 tahun Musneh 

a). Pengumuman diangkatASN 
bl, S..lek3i .\dministraoi 
c). Pemanuilan Peserte. Test 
d). ~laksa.,aan Ujian Tertulis 
e). Keputusen Hesil Ujian 
ij. Wawancara .. . . . -·· . .. - . .. 

2). Penelapan Pengumuman Kclulusan 2 tahun se:elah semua 
3 tahun \.1U$Oah diu>gkat ASN -·-· ·-· ... ... -·· ·---·· 

31- Berkas Lamaran yang tidak diterima I tahun setclah tahun 
Musnat. anggarQI\ beeakhir -



NU JEf\lS/ SERIES ARSIP JANOKA WAKTUPENYIMPANAN 
KE!'ERANGAN AKTIF INAI!:T!Ji . f 3 L 5 

4). Noc& u,-,d dan Kclcng:<ap,m feneu,pan MP; - . Masuk berkas 
a), Surat .Lama ran perseorangan 
b). ljazah 

c). SKCK 

d). Kartu Kuning 

eJ. Surat Keterangan Kesehatan 
--··· -· .... ·-·-· .... ....... ·-
I). Nota Usul l'engangl,:atan CA:,iN menjadi ASN Jebih dari 2 tahun 1 tahun setelah SK ditetapkan 2 tahun 

M ... uk berkas 
perseoranian ' . ... .. -· . ... - .. .. 

g), SK CASN / ASN Kole kt;! 2 tAhnn • ..,t,.lah petilcan SK 
3 tahun Dinilai ken:bali ditetapken 

·--·. .... --- -· --b. Tenaga Ahli: Mulai dari proses penenmaen sampai c:ellJ!an penctapan sebagai I tahun setelah kontrak 2 tahun Penr.ancn Tenaga Ahli B"v,,.li selcsai 

- -c. P~gawai Tidak Tetapi Pegawai Hcor: Mulai dari proses pene:une.an .ampai 1 tahun setelat. lro:ttrak 2 tehun Musnah 
degan penetapan aebai;<>i Pego.wo; Tid01k Teto.pf J'cg,.wai I lonor selesal 

J, Pembinaan Karir Pegawai 

a. 
Diklat/Kur!lus/Mag,,ng/'l'ng,,~ S.lajar/Ujian Dina~/Ijin Belajar Pegawo.i: 2 tahun setclo.h SK ditetai,k,,,n 2 tahun Musnat. 

1) Surat Fcrir.rah/Surat Tugas/SK/Surat Izin 

~-- 2.) Laporan K•gia_lan J>engembanP-n.J?.iri .. . ·-- ..... ' . ...... -
b. :,iurat Tande Talll2.t ~ndidikan dan Pelatihan (S'ITPL)/Sertil"tkat - Masukbcrkas -

perseorQllgan t-- .. .. -······ .. "' ... ... --
"· Daho,.1· Pt,uilaiWl Pelaksanaan Pekeljaan (DP3)/ Standar Kmerja Pegawai (SKP) 1 tahun setelah ditetapkan ~. tal:un Mu1111ah 
~ .. 

"' -··· . .. ' . . --d. Daltar Usu! Penelapan Angka Kr«iit 1 taJ.-.un angaren 2 tal'.un Musnah, kecuali SK 
berjalan Penetapan Angka Kredit 

masukberkas 
pcrseo.rangan 



NO JENIS/ SERIES ARSIP JANGKA WAKTU PEI\-YIMPANAN 
KETERANGAN ·~· INAKTIF 

1 2 3 4 s 
e. Dlsiplin Ptgavrai: 

1). D..:la,· H1«lir I fahun Anggaran Berja:an 2Tehun Musnah ....... -
2). Rekapitulssi Daftar Hadir 1 Tahun Anggaran Berjalan 2Tahun Musnah t---. -·. ... . .. -· .. ... -·· . . .. -f. Berkas Ht:kuman Disiplin 1 tahun anggaran berjalan 2tahun Musnah kecuali BAP dan 

SK masu:< b(rkas 
perseorangan , .. ·-· .. -· . .. - -- . ·-··- -·· . ·-g. Pe111hargaan dan TandR •'""" :! Tahun setelnh SK 2Talnm Musnah, Kecuali SK 

ditetapkan ...... ukbcrkas 

4. Penyelesaian Pcngelolaan Kebcratan Pegawai 
perseorangan 

f'enyeleselan Pcngelolaan Keberatan l:'egawai l tahun setclah rr.emperoleh Stahun Dinilai kembaJ, kecuali SK 
keputu""n tctap p;111::li<pw, masuk berka3 

perseoran&an 
5. Mutasi Fegawai: 

a. Alilt Status, Pindah lnstansi, ?indah Wilayeh Kerja, l tahun serelah SK ke:etapan 2tahun Musnah, kecuali Nota den 
Dipe.-bantukan,Dipekerjakan, Penugo.<941n Semcntara, Mutaci antar SK masu:< berkas 
Perwakilar., Mutasi Ice dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, dan peueoransan 
Mutasi Amar Unit. 

. . --- .. ... ... .... . ·-
b. Nola Persetuju0n/P1:rrimh .. ngan Kepala BKN - Masuk bcrkas 

perseorangan - .. -· ··-· ·- -· ---· ···-· Masuk berkaa "· Mui,,.::,i K"Juarga meliputl: - -
1) Surat lzin Pernikahan/~rc~ro.i.nn pcr3eor.,ngan 
2) Surat Penolakan '2in ~ikahan/Perccraian 
3) Surat Nikah /Cerai 
4) Akte Kelabiran Anak 
5) Sural Kete1ang1m Adopsl Anak 

6) Sur41 Kctcrangan Meninggal Du11i11 



NO JENI$/ SERIES ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPI\NAN 
KETERANGM ., __ AKTIF INAKTIF 

I 2 3 4 5 d. U•ul Kenoik.ln Po.ngl<at/Colongan/Jabatan 1 tahun setelah S;{ ditelapkan 2 tahun Musnah, kecual' No:a dan 
SK mosuk berkQa 

perseorangan 
.. . -····. ·-·. .... ... . ·- ··-0--··· . .. ···--e. Usu! Pengangkatan dan Peml>erhentian de.lam Jabatan 1 tehun selr.fah ~I( ,1;,.,,,.pkan 2 talum Muanah, kecuoli SK 

Strukturalf Fungsional 
Masul< berkas 
perset,fangan 

-- - -·· -··- -·-···- ····-·- --- - ... ·---r. Usul Penetapan Perubahan Data Da~i Ste.tus/Kedudukan Hukum Pegawai 1 telhun setelah SK diteta;,ka:i 2 ta:iun Musnah, kecuali Sura~ 
J¼rsetujuan dan SK 

masuk borkas 
pe~searangan 

.. -·· -. .. . . ··-K• Peclinj11uW1 Masa Ke,:a 2 tahun ~teiah SK dicetapkan 2 tahun Muanah. kecuali Nota dan 
SK "'"'""k berlcas 

per&eOl'anp.n 
-··· ... 

h. Rto!rkM Baperjalcat -l ·t.\hu:. sctcl..i{· SK rJile...,_pbn 
., .. ·····-

5 tahun Musnan:kecuali pejabat -
Eselon II permAnen 

6. A<lminie:ro.&: Pe&o,w..i: 

a. Surat Pttintab Dinas/Surat Tuaas 2 tahun ,..t,:Jah pe.lal<&ana.an 2 tahun Musnah kecuali SK 
maayk berkas 
perseorangan - -. ·-- . ... ·-1-,--·· ·- .. ·····-b. CuliBeaar 1 tahun setelah SK diletapkan - Masuk ber.<as 
perscorangan 

. -· -· .. - . -· ... .. ... "· Cuti &kit, Cuti Der"8lin, Culi 'l'-d;utnm I tahun seteJah pelaksanaan .2 tahun Musnah 

·-·· ... --- . ·-·-d. Cuti Alasan Pmting 1 tahun s•telah pelaksanaan 2 tahun Mu•1Uih 

.. .. . . ·-· -· . .. -e. Cu:i Diluar Tanggungan l'icgara {CTL:iJ 3 tehun setefah p,IA k•an•Rn - Maouk berlro,, 
perseorangan 



N\J JENIS/ SERIES ARSIP .JANOKA WAh.'TU PENYJMl'ANAN 
KE'l'ERAN(:AN 

AKTIF TNAT<TIF 
2 

.... 
I 3 4 5 

r D<>kumentasl ldenuias l'egawai 
1) Usul T'enetapan Kartu f'e11,.ww/Ki1rlu Pa,;awai ElekUonl'.</Kanu 

Jsbi/Kartu Suami ~ tahun setelah identitu 
2 tabun Musnah 2) Keafl8gotaan OrganiS£Si Profesi/Kedinasan ditetapkan 

3) Laporan Pajak Penghasila.-1 Pribadi (LP2Pi 
4) Keterangan Pcnerimam Pembayaian l'enghasilan Pcgawai (KP4J 

i---·-·· -·-. . . .. .. ... .. -· --· ·- ---g. Berkas Kepegawaian dan Daf'.:ar Urut Kepangkalan (DUK) 2Tmun Mus:iah ... . .. ··-·· - . . . . . ··-·-
h. Be~ka• Pcngurus,,n KJ:na;kan Oaji Bcrk,J., 2Tahun l Tahun Musoah 

7. Kesejahteraan l'egawai Meliputi: 
. .. 

a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaen Kesebatan Pegawai 2 tahur, - Musnah 
b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pcgawai/ ASKES 
C, 8erkas tcntang Layanan Ta.bu11gu1 Pe1-uu.1tdu:ut 

d. Berkas tentang I .AyAn•n R:.n1uan Sosial 
e. Berka& tentang Layanan Pakaian Dinas 
f. Berl<as tcmtang Layano.n Pegawai yang m.nir.ggal karcna dinas 

g. Berkas tentang Pemberian Ta:i Ke.sih 
Berka·s temang Pemberian PiagllD1 Pcngho.rgaan -1an Tar.de Jasa ··-··. . .. h. - - Masuk berkas 

pcn•<:unu1pn 
··- .. . ·- ... ·-· ;, Berkas tentQng 1 .. yane.n Olah Rt,g11 dan Rekrcasi - - Masuk herbs·----

p~ruonnaan 

8. Pemberhentian P,,g,,wAi 'l'anpa Hak Pensiun 1 tall.un ""telol, $1{ ditctapkan 2 t.>ihl.m M«.,uk. bc:rkas 
perseoro.np.n 

9. Pernelisiban /Sengketa Kepegawaian 1 tahun sctelah memperoleh 2 tabu setelah Dini.ls.i kembali 
keputusan bersifat tetap hakdan 

kewajibannya 
h"hi<. 



NO J3NJS/ SERIES ARSIP JANOKA W.AfcrU PENYIMPANAN 
KETERAN3AN AKTIF' INAK'I'IF 

2 
.... 

i 3 4 5 10. Uul Pemberhentian d<m P<:nctapan ren.,iun Pcg;awlli/ J,mdli/DudE dan ASN yang l tahun setelah ~K ditetapkan 2 tahun Musnah kecuali SK masuk 
~ninggel 

berlm, pcrsccrangan 

ll. Brlcas ~rseorangan Aparatur Sipil Negara, Anls,m ,,,;n : 1 tahun sotelah drut 2 tahun Musnah,11.<:c-,ali j"-bttlllll 
l, Berka.$ Jamaran ya:11 ditenma berhenti/ p,,naiun SckRtar;a Da.el'nh, A:mllcn ,. Nota Pcnetapan NIP dan Kelenikapannya a<u>1pai dengan halt Sck,..,ta,ris De.crab, p,,.,. 
" Nola Persetujuan/Pertimbangan Kepala Birn kewajiban hab.ia Pimpinan OPD, Stal Ahli, ,. SK Penpngkatan CASN Al,Ji, Ke-pRla 

Kelurahan/Kepala Desa, 
~· ···- ..... .. ·- ··--Hasil Pen1t1.1jian Kesehatan I tahun setelah d~-- d= pcjabat lbiu Y"''S 

SK Pengangkatan ASN berhen:i/ pensiun eecarQ indi\•idual 
,. SK Penirtjauan Masa Kerja sampai dengan hak ditentu~an oleb 
l. SK lCenaikkan Panskat kewajiban habis lnstansi serta PNS 

.Surat Pemyataan MelaJcsa!Ulkan Tugas/Mend·.1duki Jabatan/ Su!at yang berjasa/ terlibat ?emyAIAA,i Pelantilmn 
~nsCiwa berskala 

SK Pen,an&lcatan da1am jabatAn ntAu P-,mberhe-ntian dari Jabata."l naaional, Permar.cn 
StrukturaJ/ Fungsional 

L SK Perpindaluui Wilayah Kerja 
~K Perpindahan Antar Inatansi 

r.. SK Cuti di luar Ta1JUUng111t Negara (CLTN) 

L Beli:a A~ar,;_ l:'emenkaaan 
< SK Hukumen Jo.b<>tnn/Hukuman Diaiplin .'>SN 

J. SK l'<,rbantuAnjDipeke,jakan di lw,r Jrn,ta:1si lnduk 

< SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dill"k,rjAl<An 
I SK Pemberian UarJ8 Tunggu 

• SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat 
Ne811ra 

I :!K. l:'engalihan ASN 



NO JEMS/ SERIES ARSIP JANGIUI WAKTIJ PEflYIMPl\.'lAN 
KETERANGAN AKTIF INAKTIF . 2 3 4 5 

u. SK Pembcrhcntian ~bag,.; ASN 
v. SK PemherhentiAn Sementara 
w. St:rat Keterengan Pemye.taan Hilani1 
x. St:rat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatekan h\Jang 
y. SK Penggentian Nama 
z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Ke!ahiran 

-. . . ... ... ... .. -··· aa. Surat Nikah/Cerei l tah°iin setelah dan Musnah,kecuali jabatan -
bb. /\lst,. Kclahuan berhenti/ pensi,.m Sekretaria Daera:t, Asi3ten 
cc. Jsian Formulir PUI\SN ....mpai dengan hak ~kretari& Dt1.e• 11.!1, Ptu'\l 
dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji ASN dan Jabatan kewaji~an habJS Pimpinan OPD, Staf 
ee. 8urat PennohJna.~ Mertjadi Anggota Pai-pol ' Ahti, Kepala 
ff. Surat Kctcrangan Muta:,i Keluarga Kelumhen/Kepala 

gg. Surat :<etera~n Menilt@gal Dunia/ Hileng Deaa, dan pejabat lain 
hh. Surat :<cterangan Per.ingkatan Pendidikan yang secan, indivkual 
ii. Penetspan Anglea Kre:lit Jabatan Fungsional ditentukan J!eh 
jj Surat Kr&teran.gan Haail P-ent:11itiru:1 Kr.uo1.1s Jnstansi ser.a l'.'l8 yang 
kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Bcrkala berja&a/ terlibnt 
D. Surat 1'ugas/ lzin Belajar Dalam; Luar Negeri peristiwa bcrskala 

mm. Su,,.t J,1;in Bcpe,giau 1,.., L.a .. , Nc:g,,ri nasior.al, ?ercenen 
nn. l<Artu Pendaftann Ulang (Kamai) AS:-! 

00. JjazahiSe.rtifikat 
pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai 
qq. SK Pcr.gangkatan pada Jabatan di luar lnstansi lnduk 
rr. Surat Pertimbs.ngan Status ASN 

ss. SK Penp;aktifan Kembali Sebagai ASN 
tt. S1.1cat Pernyataan Pen!!;Undunm Diri dari Jab,.tan Orgaitlk b, "'"" dicltlunkan 

sebagai Kepala/Wakil Kei;ala Daerah. Anggota DPRD, Anggota Kom:si, atau 
sebegai aggota suatu organisasi yang mengharuskan pelepasanjabatar. 
sebel.,mnyn 

""· SK!'cn,oi"u 



m. berkas perseorangan pejabat negara; 
n. berkas perseorangan pejabat lainnya; dan 
o. beTkas perseorangan kepala desa. 

BAB Vll 
KETENTUAN 1-'l!:NUTUP 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta.nggal 
tliundangkan. 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Penrturan Bu pa.ti 1m dengan 
dalam Bt:-riliel. Daerah Kabupaten 

Agar setiap 
pengundangan 
penempata.nnya 
Pnngsewu. 

Diundangkan di Pringsewu 
pad.a Langgal 5 April 2:)18 

lJitetapkan di Pringsewu 
pada tanggal t.. l:?::::.i. [~ 10 

BUPATI ~I)r~EWU, 

dto 

~ JADI 

S)!;KJ<l!:TA.l.(!S DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

dto 

A. BUDIMAN PM 

BERITA DAERAH KABUPATE:N PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

~~, 
IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabupaten Pringsewu: http://jdih.pringsewukab.go.id/ 



NO JENIS/ SERIES ARSIP 

I 2 
.. 

12. Berka,; l'erseorangan Pejabat Negara 

... Bu.11 ... t: tltu1 W«kil Bup!ili Pring:,ewu 

13. Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya ... Ketua, Wakil Kctu11, Anggota Df'RD 

b. Ketua, WAkil KP.tua, An281>1" KPl"D. d,m Panw"8lu lfada 
c. Ketua, Wald! Ketua., Angg,ta Komisi Lainnya 

14. Berkas Perseorangan Kepala Desa 

Ji\NQKA WA!(']'U fENYWJPANAN 
KETERANGAN AKTIF 

3 

1 tahun se:elall 
berhenti/ pen,.h:n 

l tahun 11etelah 
bcrhenli/ penslun 

I tahun setclah berhenti/ 
pensiun 

I~AKl'IF 
4 5 

2 tahun sampai l'ermanen 
rt•ng,,n t"k dan 

kewajibannya. 
habis 

2 tahun sampai 
-· .. --

Ptnnanen 
aengan halt dan 

kewajibs.nnya 

ha.bis 

2 ta.hun sampai Permanen 
dtngan hak dan 

b=wajHJ~1u1y1:1. 

habis 

BUPATI fRINQSE:Wt;, 

dto 

SUJAl>I 

JDIH Kabupaten Pringsewu: http://jdih:pringsewukab.go.id/ 
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